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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukuman muncul salah satunya untuk mengantisipasi dan menangani kejahatan, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perilaku yang bertentangan dengan norma atau nilai tertulis yang berlaku dan telah disahkan hukum tertulis. Hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari perenungan dan perumusan nilai-nilai yang bersifat esensial dari hukum itu sendiri. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan solusi dari masalah-masalah hukum yang muncul nantinya baik itu persoalan penerapan maupun penafsiran bahasa hukum dalam penerapan nantinya. Hukum pada intinya adalah cara orang menangani berbagai urusan dalam masyarakat, cara mengatasi perselisihan, hal apa saja yang dapat membantu bagaimana hubungan fungsi-fungsi tersebut secara sistemik, dan sumber kekuasaan apa yang dimiliki. Dalam persoalan itulah berbagai sistem hukum, di mana pun dan kapan pun, selalu memiliki berbagai fungsi dengan bermacam lembaga lain yang harus diteliti. 

Pidana mati sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, dan bisa dikatakan sebagai pidana yang sudah lama digunakan selain pidana penjara. Pada zaman perundang-undangan atau hukum Nabi Musa (Mozaische wetgecing), demikian juga pada zaman hukum Yunani, Romawi dan Jerman, pidana mati telah di kenal.
 Di Indonesia, hukaman mati sudah dikenal sebelum Indonesia menjadi daerah koloni Belanda, walaupun kemudian oleh Daendels (seorang pejabat perwakilan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia), hukuman mati yang sudah ada dalam hukum adat kemudian dijadikan sebagai hukuman tertulis yang tercantum dalam Plakat tertanggal 22 April 1808, di mana pengadilan di perkenankan menjatuhkan pidana berupa: dibakar hidup-hidup pada suatu tiang (paal), di matikan dengan menggunakan keris (kerissen), dicap bakar (brandmerken), dipukul (geeselen), dipukul dengan rantai, ditahan (dimasukkan) ke dalam penjara (confinement) dan kerja paksa pada pekerjaan umum.

Dalam pandangan Islam, pidana mati ditetapkan oleh syari’at Islam dengan dekret Allah SWT. yang sama sekali tidak dapat diganggugugat oleh siapa pun. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu dipelajari secara seksama, terutama menyangkut syarat- syarat pelaksanaannya, agar orang tidak dengan mudah menjatuhkan putusan hukuman mati. Pidana mati yang dilakukan menurut ketentuan- ketentuan Islam adalah tidak bertentangan dengan falsafah negara, jiwa dasar negara, dan dengan unsur- unsur Ketuhanan yang Maha Esa, karena syari’at Islam merupakan syari’at yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, pidana mati adalah pidana yang secara resmi perlu diadakan. Dasar eksistensi hukuman mati dalam Islam terdapat dalam Al-Qur’an, yaitu adanya hukuman qisas berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh (Q. S Al-Baqarah 2: 178) dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi manusia (Q. S AlBaqarah 2: 179)

Negara melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran agama dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana pernyataan Bapak Pendiri Bangsa Republik Indonesia, Mohammad Hatta, aturan dalam Al-Qur’an dan hadist dapat dijadikan peraturan perundang- undangan Indonesia, sehingga umat Islam mempunyai sistem syari’at yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Perkembangan pemidanaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari sturktur sosial-budaya masyarakat, yang menyangkut perasaan keadilan. Perasaan keadilan masyarakat hidup dan berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, di selaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang terumus dalam peraturan perundangan. Mereka yang tidak menyetujui hukuman mati harus memiliki argumentasi yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin tidak jadi soal mengganti hukuman mati dengan hukuman lain yang sama beratnya. Namun, pertanyaan kemudian yang harus dijawab adalah apakah hukuman mati harus dihapuskan, atau masih akan tetap dipertahankan dari susunan sanksi pidana, di sesuaikan menjadi sanksi hukum yang bersifat eksepsional dan selektif di Indonesia?

Di Indonesia terdapat dua jenis aturan hukum yang mengatur tentang pidana mati yakni hukum Islam dan hukum nasional. Di antaranya dalam hokum nasional adalah KUHP yang mengandung aturan pokok diantaranya adalah hukuman mati. Hal ini di perjelas dalam BAB II KUHP pada pasal 10 poin a mengenai pidana pokok yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda.
 Keberadaan pidana mati ini sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan di satu sisi, sementara di sisi lain dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi bahkan secara ekstrim dianggap sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi yang paling pokok bagi manusia yakni hak hidup yang merupakan pertentangan yang menarik untuk di kaji lebih jauh.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu mendasarkan norma ancaman, penerapan, dan pelaksanaan hukuman mati pada peraturan perundang-undangan.
 Bahkan, eksistensi dan ruang lingkup hukuman mati yang kian luas masih dipertahankan di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan fenomena penghapusan hukuman mati dibeberapa negara. Delik yang di ancam hukuman mati di Indonesia justru semakin banyak.
 Dalam praktik peradilan, pengadilan sudah berulang kali menjatuhkan putusan pidana mati, seperti pada para penyelundup narkotik dan obat-obat terlarang serta pelaku tindak pidana terorisme. Tahun 2003 pun permohonan grasi terhadap para terpidana mati pengedar dan penyelundup narkoba di Medan dan Tanggerang ditolak presiden.

Beberapa kalangan menilai pidana mati masih perlu diterapkan di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menurut Kapupespenkum Kejagung, Kemas Yahya Rahman, 28 pelaksanaan eksekusi mati sudah melalui prosedur resmi. Mekanisme eksekusi terhadap Ayodha- terpidana mati kasus narkoba dari India sudah benar. Cara pelaksanaannya adalah dengan mengikat Ayodha di pohon, menutup matanya dengan kain hitam, kemudian menembaknya. Sementara, menurut Koesparmono Irsan (GRANAT),
 hukuman mati merupakan pilihan orang yang bersangkutan. Sebab peraturan perundang-undangan telah mengatur hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Sebagian orang mengatakan bahwa pidana mati sudah tidak relevan karena dari studi ilmiah beberapa lembaga dunia menunjukkan bahwa pidana mati gagal membuat jera dan tidak efektif jika dibandingkan dengan hukuman yang lainnya. Hasil survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara tahun 1998 sampai 2002 tentang korelasi antara pidana mati dan kejahatan menyebutkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan dalam efek jera.
 Roeslan Saleh menyatakan bahwa dengan tindakan pidana mati, negara hanya memperlihatkan ketidakmampuannya, kelemahannya untuk memberantas kejahatan, jika negara masih dapat mencapai tujuannya dengan melaksanakan penerapan pidana lain, maka Negara berkewajiban menghapuskan pidana mati. Alasan lain yang harus diperhatikan adalah jika terjadi kekeliruan atas vonis hakim dan pidana mati itu telah di laksanakan, maka kekeliruan itu tidak dapat diperbaiki lagi.
 Bambang Poernomo menyatakan, hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang tertua sehingga sudah tidak sesuai dengan kehndak zaman. Meski demikian saat ini belum ditemukan alternatif lain sebagai penggantinya.
 Hukuman mati yang dikembangkan dari asas humanisme dalam lingkup penologi diperlukan sebagai hukuman mati. Kalau sanksi alternatif belum ada, menurut Bambang maka jelas bertentangan dengan HAM.

Dari pendekatan secara historis dan teoritik tersebut maka hukuman mati menjadi wacana pro dan kontra di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Bagi yang kontra didasarkan pada alasan atau menyangkut HAM (Hak Asasi Manusia), salah satunya ialah hak manusia untuk hidup hal ini didasarkan pada Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".
 Keabsahan hukuman mati terus dipertanyakan. Ini terkait dengan pandangan “Hukum Kodrat” yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (non derogable rights)oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat. Sebagai hak yang dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atasnama Tuhan sekalipun. berangkat dari alasan inilah maka hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.
Pada dasarnya isu sentral dari hukuman mati tidak terlepas dari pernyataan Beccaria
 yang mempertanyakan hak negara untuk mencabut nyawa seorang dan sangat terkait dengan gagasan HAM. Negara dalam perspektif HAM diposisikan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan bukan sebaliknya, justru Negara yang melakukan pelanggaran HAM. Gagasan perlindungan HAM dari Negara terhadap warga negaranya, dikonstruksikan berdasarkan konsep hubungan kontraktual antara negara dengan masyarakatnya dimana penguasa (negara) diberikan kewenangan untuk mengatur serta membatasi hak relatif dari individu anggota masyarakat, namun negara tidak memiliki kewenangan atas hak asasi dari individu masyarakat (HAM) karena tidak pernah diserahkan oleh masyarakat kepada negara. Oleh karenanya, terdapat hak-hak yang tetap melekat pada individu anggota masyarakat yang berlaku universal dan tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun (non derogable) dan negara harus menghormati serta melindunginya. Hak hidup dalam perspektif ini merupakan bagian hak-hak asasi yang tidak diserahkan kepada negara, oleh karenanya Negara tidak memiliki kewenangan untuk menghilangkan hak tersebut.15Namun demikian, dibeberapa negara hak hidup ini menjadi relatif dikarenakan pandangan bahwa Negara mencabut hak hidup justru untuk mempertahankan hak-hak asasi anggota masyarakat lainnya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi perlindungan Negara terhadap hak warga negara baik yang bersifat relatif maupun asasi, fungsi perlindungan negara secara operasional berlaku ketika ada anggota masyarakat yang melanggar hak anggota masyarakat lainnya. Setiap tindakan yang melanggar hak individu masyarakat akan mendapat pembalasan dari negara, termasuk di dalam pembalasan tersebut ialah hukuman mati. Hal ini merupakan dasar dari gagasan yang mendukung dipertahankannya hukuman mati.

Oleh karena penerapan hukuman pidana mati ini masih menimbulkan perdebatan dalam wacana hukum nasional, terutama bertentangan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, maka dari itu penulis mencoba mengkaji dengan mengangkat judul skripsi yaitu “Eksekusi Hukum Pidana Mati di Indonesia Menurut Hukum Islam dan HAM”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan eksekusi hukum pidana mati di Indonesia?
2. Bagaimana eksekusi hukum pidana mati menurut hukum Islam dan HAM?
C. Tujuan Kajian
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka  tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan eksekusi hukum pidana mati di Indonesia.
2. Untuk mengetahui eksekusi  hukum pidana mati di Indonesia menurut hukum Islam dan HAM
D. Manfaat Kajian 
1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum terkait konsep penerapan Hukuman Pidana Mati dan juga diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan tentang Hukum Pidana Mati di Indonesia Menurut Hukum Islam dan HAM.
2. Secara Praktis
a. Dapat memberikan informasi tentang hukum pidana mati di Indonesia menurut hukum Islam dan HAM, baik kepada Mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat luas.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa dan para dosen pengajar utamanya dalam bidang ilmu pengetahuan hukum.

c. Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, setelah adanya regulasi, bukan hanya sekedar wacana saja.
E. Telaah Pustaka
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut:

Prof. Dr. Marwan Effendy, S.H, dalam bukunya yang berjudul Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakkan Hukum. Dalam buku ini di jelaskan tentang wacana penghapusan hukuman mati dan eksistensi keberadaan hukuman mati dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Dalam sebuah buku yang di tulis oleh Yon Artiono Arba’i dengan judul buku Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati. Penjelasan dalam buku ini adalah tentang sejarah munculnya hukuman mati di tinjau dari sejarah pemidanann, mulai dari sejarah hukuman mati di Mancanegara sampai di Indonesia, beberapa metode eksekusi mati dan pandangan agama tentang adanya hukuman mati itu sendiri.

Sumber referensi berikut yang menjadi tambahan pembahasan penulis adalah buku yang di tulis oleh Yahya Ahmad Zein, S.H, M.H, dengan judul buku Problematika Hak Asasi Manusia. Dalam buku di jelaskan problematika penerapan pidana mati dalam prespektif Hak Asasi Manusia (HAM), yang di mana pidana mati di anggap suatu hukuman yang sangat ekstrim yang menyebabkan hilangnya hak asasi yang paling pokok yaitu hak hidup. Maka dari itu ini merupakan pertentangan yang menarik di kaji lebih jauh dalam buku ini.

Yang berikut yaitu Menguak Realitas Hukum, buku yang di tulis oleh Prof. Dr. Achmad Ali, S.H, M.H, mencoba menjelaskan masih perlunya pidana mati diterapkan sebagai hukum nasional. Hal ini di lihat dari beberapa faktor kejahatan yang kemudian penulis mengemukakan pendapat singkat bahwasannya pidana mati masih menjadi hukuman yang patut di pertahankan.

Sumber yang berikut adalah buku tentang Hukum Pidana Indonesia, membahasa tentang teori pemidanaan dan juga membahas tentang ketentuan undang-undang yang mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati. Buku ini ditulis oleh Erdianto Effendi, S.H., M. Hum.

Nanang M. Hidayatullah, dalam bukunya yang berjudul Kedudukan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional Indonesia, disini penulis mengkaji tinjauan historis kedudukan hukum islam di Indonesia dan juga membahas tentang sistem hukum di Indonesia.

Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia, buku ini ditulis oleh Ramdlon Naning, S. H. Buku ini membahas tentang hakekat, sejarah, perkembangan, dan macam-macam hak asasi manusia.

Dari beberapa literatur diatas baik secara perorangan maupun secara keseluruhan belum ada yang membahas mengenai Hukum Pidana Mati di tinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun ada, tetapi kebanyakan membahas secara umum bukansecara khusus atau mendalam. Keterbatasan literatur tersebut yang menjadi landasan bagi penulis untuk membahas perpektif HAM terhadap Hukum Pidana Mati itu sendiri.
F. Metode Penelitian
1.  Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian jenis ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan normatif dan yuridis. Penelitian dengan jenis pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sedangkan yuridis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.  Sumber Data
a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.
 Sumber hukum yang penulis gunakan antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 26 Tahun Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya dan liberatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.
3.  Tehnik Pengumpulan Data
Sebagaimana ciri dari penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), maksudnya adalah jika data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian terdapat dalam bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut  dengan literatur study.
 Selanjutnya dapat dilakukan dengan studi dokumen terhadap literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia.
4.  Analisis Data
Berdasarkan pada buku Metodologi Penelitian Filsafat dari Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair (1990:108), maka dalam melakukan analisa terhadap data-data, dipergunakan unsur-unsur metodis sebagai berikut:
a. Interpretasi yaitu, penulis mencoba membangun pemahaman yang mendalam, mengenai data-data peristiwa atau situasi problematik, menangkap aspek filsafati yang tersembunyi dalam hukuman mati, sehingga memperoleh pemahaman yang komperensif.
b. Komparasi, dimaksudkan untuk membandingkan antara pandangan yang satu dengan pandangan yang lainnya dalam etika utilitarianisme terkait dalam persoalan hukuman mati. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan filsuf yang diteliti. Hasilnya akan tercermin dalam evaluasi kritis.
c. Holistika yaitu, melihat masalah hukuman mati dalam rangka keseluruhan hakikat manusia, kaitannya hubungan manusia dengan sesama dan Tuhan. Pandangan yang total tersebut menentukan secara definitive kedudukan masing-masing unsur dalam situasi atau masalah kongkrit.
d. Deskripsi yaitu, dimaksudkan untuk memaparkan konsep problematika etis dalam hukuman mati dengan berdasarkan data-data yang terkumpul.
e. Refleksi peneliti pribadi, sesuai dengan sasaran penelitian dapat diberikan evaluasi tentang filsafat tersembunyi yang kemudian disusun suatu konsepsi menyeluruh, seimbang dan lengkap. Langkah ini digunakan untuk membahas dan menyoroti relevansinya dengan pengembangan kesadaran moral bangsa Indonesia.
G. Sitematika Pembahasan 
                 Sistem pembahasan penelitian yang akan disajikan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (Lima) bab, yang secara terinci sebagai berikut :
            Bab I (pendahuluan): latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan kajian manfaat kajian, Landasan teori dan atau Telaah Pustaka, Metodologi kajian, Pendekatan dan Jenis Penelitian, Sumber data, Sumber Data Primer, Sumber Data Sekunder, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Sistematika Pembahasan. 
             Bab II, Pidana mati : dalam bab ini akan dikemukakan secara umum tinjauan mengenai tindak pidana mati yang meliputi pengertian Pidana Mati, kemudian mengenai dasar pidana mati, sejarah pidana mati, dan  tujuan pelaksanaan pidana mati.

             Bab III, pada bab ini akan dipaparkan penjelasan secara terperinci mengenai eksekusi pidana mati di indonesia menurut hukum islam dan HAM

            Bab IV, berupa Analisis, Bab ini berisi pembahasan dan  analisis  yang menjadi permasalahan yang tertera pada rumusan masalah atas penelitian. Pembahasan ini mencakup jawaban atas permasalahan yang ada.
             Bab V, yaitu penutup yang merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan ini yang meliputi kesimpulan dan saran bahwa penelitian ini masih memerlukan tindak lanjut dan akan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman.
� S. R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, Hukum Penintensia di Indonesia, Alumni�Ahaem-Petehaem, (Jakarta, 1996), 51.


� E. Utrecht, Rangkuman Sari Kuliah : Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, (Surabaya,�1986, 19.
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� Bambang Poernomo, Hukum Pidana Karangan Ilmiah (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 7.


� Prof. Moeljatno, SH, Kitab undang-undang hukum pidana, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,�2003)


� UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1�Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memperkuat keberadaan hukuman�mati di Indonesia
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